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GI'BERITIIR I|USA TEIIGGARA TIUI'R

PERATURAX DAERAII PROVINST IIUSA TEI|(X}ARA TIMI'R
MtoR 11 TAIrUlr 2013

TEIYTAITG

PERUBNIAN ATAS PERATURAN DA.ERAII PR,OVIilSI
NUSA TENGC}ARA TIMUR ITOMOR 1() TAIIIN 2q'E TEI{TAITG

ORGAI{ISASI DAI| TATA XER.'A DII{AS DATRAH
PROVIISI ilUSA TEI{GGARA TIMT'R

DENGAN RAHMAT TT'IIAIT YAI{Q MAIIA ESA

GUBERIYUR IIUSA TENC,GARA TIMUR,

Menlmbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas peleksanaan
tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
maka dilakukan evaluasi terbatas terhadap implementasi
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1O
Tahun 2O08 tenlang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Nusa 'l'enggara Timur;

b. bahwa dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka beberapa satua-n kerja perangkat daerah
(SKPD) sebagaimana diat-ur dalanr Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan dengan regu.lasi
yang ada;

c. bahwa berdasarkan perlimbangarr sebagairnana dirnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

Mengtngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun l9S8 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun l9S8 Nomor 115,
Tambahgn lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
rca9l; Il/
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
hrdonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 48441;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2OOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1O

Tahun 2OOB tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran. Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri
D Nomor OO3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Tirnur Nomor 0019);

Dengan Peraetqiuan Bersama

DEtrIAN PERWAI{ILI\IT RAI(YAT DAERA}I PROVINSI
IIUSA TENGGARA TIMTIR

dan
GUBERNUR NUSA TENGGANA TIMUR

MEMUTI'SI(AII :

Menetapkan : PERATURAN DAERAII TENTAIIG PERIIBAIIAN ATAS
PERATURAN DAERAII PROVINSI H['SA, TEI|(X}ARA TIMUR
NOMOR 10 TAIIUN 2OO8 TENTANG ORGAT{ISASI DAIY
TATA KER^'A DINAS DADRATI PROVINSI ITUSA TEN(rcARA
TIMUR.

Pasel I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 1O Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2008 l\lomor 01O Seri D Nomor OO3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 a3rat (2) huruf a dan huruf j diubah serta ditarnbahkan
1 (satu) huruf yakni hurrf q, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai benkttt: f.
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Pesel 2

(l) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Keq'a
Dinas Daerah.

l2l Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum;
d. Dinas Koperasi dan UMKM;
e. Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi;
f. Dinas Perhubungan;
g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
h. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
l. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
rrr. Dinas Peternakan;
n. Dinas Kehutanan;
o. Dinas Pertambangan dan Energi;
p. Dinas Perindr.rstrian dan Perdagangan;
q. Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut :

Paeal 4

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah
dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

l2l Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

b. penyelenggaraan urllsan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendidikan dan kebudayaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

d. pembinaan unit pelalsana teknis;
e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan,

sarerna dan prasarana serta rumah targga;
f. pelaksanaan tugas lain yahg diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan rugas dan fungsinya. /l/'
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3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal L3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Dinas Pariwisata dan Ekonorni Kreatif mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis <li bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif;

d. pembinaan unit pelaksana teknis;
e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan,

sarana dan prasarana serra rumah tangga;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

4. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yalni Pasal 19A
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan sebrgian urusan rumah tangga daerah
dalam bidang pemuda dan olahraga.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pemuda dan olahraga;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan

olahraga;
d. pembinaan unit pelaksana teknis;
e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan,

sarana dan prasarana serta rumah tangga;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya./
l.
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5. Ketentuan Fasal 21 ayat (1) diubah, aVat (])- hurul b'1' huruf b'3 dan

huruf b.4 diubah - ayat (li hururf b'5 , huruf b'6 dan huruf b'7 dihapus-

"y"iiri rr"."r 
c.t, truruf 

'c'ra s/d hunrf c'tc diubah - ayat (1) hurlf c'2a

"ia rl.i."f 
c.2c d.iubah - avat (1) hurul 9 ,3,. 

huruf c'3a s/d huruf c'3c

iG^t -"r"t 
(1) huruf c.+, truruf c'4a s/d huruf c'4c diubah - ayat (1)

LE"-t J'J ".gt" 
z dihapus - ayat (7] huruf.b'l dihapus' ayat (7) huruf

riJit"p,l" - ^i", tet rr"ti,iu'+ ai"utr' dan ditambahkan I angka vakni

""*t" a'- 
"y"t ie) rr.,.,i "' 

i" diubah, ayat (8) huruf c'4' huruf c'4a s/d

huruf c.4c diubah - "v", i;) 
huruf c difunbahkan 1 (satu) angka yalni

;;;;; I 
"y", 

(10) d-iub;; huruf b'1 s/d.huruf b'4 diubah' avat (10)

huruf c.1, huruf c.la .7iL,r"i c.1c diub^ah, ayat (1O) huruf c.2, huruf

".i" "ii t"."f 
c.2c diubah, ayat (10) huruf c'3' huruf c'3a s/d huruf c'3c

diubah, ayat (10) f,'-i'"'+, huruf c'4a s/d huruf c'4c diubah -

ditambahkan 1 (satu) 
"V"t Vi"f ayat (17)' sehingga Pasal 21 berbunyi

sebagai berikut :

Paeel 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

2- Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Urnum'

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. Bidang Pendidikan Dasar;
2. Bidang Pendidikan Menengah;

3' Bidang peUOXf dan pendidikan Khusus Layanan Khusus;

4. BidangKebudaYaan;
5. dihaPus;
6. dihaPus;
7. dihaPus'

c. Masing-masing Bidang terdiri atas.Seksi-seksi :

1. Bidang Pendidikan Dasar' terdiri atas :

a) Seksi Kurikulum;
b) Seksi Kesiswaan ; dan

"j s"rci Ketenagaan dan Sarana Prasarana'

2. Bidang Pendidikan Menengah' terdiri atas :

a) Seksi Kurikulum;
b) Seksi Kesiswaan ; dan

"j s"t"l Ketenagaan dan Sarana Frasarana'

3. Bidang PAUDNI dan Pendidikan Khusus tayanan Khusus

terdiri atas :

a) Seksi PAUDNI;
U) setsi Pendidikan Khusus Layanan lftusus I 

dan

"i 
S.k"i Ketenagaan dan Sarana Prasarana' /L
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4. Bidang KebudaYaan, terdiri atas :

a) Seksi Pelestarian Benda Cagar Budaya;
b) Seksi Pembinaan Kesenian dan Perlilman; dan
c) Seksi Sejarah dan Nilai BudaYa.

5. dihaPus.
6. dihaPus.
7. dihapus.

d. Kelompok Jabatan F\rngsional;
e. Unit Pelalsana Teknis Dinas.

(21 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1, Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dal Umum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan;
2. Bidang PelaYanan Medik;
3. Bidang Kesehatan MasYarakat;
4. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan.

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :

1. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan terdiri atas :

a) Seksi Pengkajian dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
b) Seksi Pendidikan dan Latihan;
c) Seksi Legalitas Tenaga dan Institusi Diklat.

2. Bidang Pelayanan Medik terdiri atas :

a) Seksi Kefarmasian, Bahan da-n Peralatan Kesehatan;
b) Seksi Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan StraLa 3;
c) Seksi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pembiayaan dan

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :

a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
b) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat;
c) Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat.

4. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan terdiri atas :

a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
b) Seksi Penyehatan Lingkungan;
c) Seksi Penanggulangan. Keadaan Darurat Kesehatan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas/
L

6
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Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang:
1. Bidang Bina Program dan Bina Teknik;
2. Bidang Sumber Daya Air dan lrigasi;
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Cipta Karya.

c. Masing-rrasing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :

1. Bidang Bina Program dan Bina Teknik terdiri atas :

a) Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Program;
b) Seksi Pengujian dan Bina Teknik;
c) Seksi Jasa Konstruksi.

2. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi terdiri atas :

a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
b) Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan

Irigasi;
c) Seksi Fengelolaan Prasarana Sumber Daya Air dan

Irigasi.

3. Bidang Bina Marga terdiri atas :

a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

4. Bidang Cipta Karya terdiri atas :

a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
. b) Seksi Perumahan dan Permukiman;

c) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah:

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. Bidang Bina l,embaga Koperasi dan Pengembangan SDM;
2. Bidang Bina Usaha Koperasi;
3. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Bidang Bing Simpan Pinjam, Fasilitasi Pembiayaan

Permodalan. /t-
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c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :

1. Bidang gi;a Lembaga Koperasi dan Pengembangan SDM

terdiri atas :

a) Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
b) Seksi PenYuluhan;
c) Seksi Pengembangan SDM'

2. Bidaug Bina Usaha Koperasi terdiri atas :

a) Setsi Bina Usaha Koperasi Produksi;

bi Seksi Bina Usaha Koperasi Konsumsi;

c) seksi Bina Usaha koperasi Perdagangan dan Aneka

Jasa.

3.BidangBinaUsahaMikro,KecildanMenengalrterdiriatas:
a)SeksiBinaPengembanganKewirarrsalraan;
b) Seksi Bina Informasi dan Promosi;

c) Seksi Bina Kemitraan'

4.BidangBinaSimpanPinjam,FasilitasiPembiayaan
Permodalan terdiri atas :

a) Seksi Bina SimPan Pinjam;
b) Seksi Bina Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan;

c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan'

c. KelomPok Jabatan Fungsional;
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas'

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub-Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umtrm'

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. Bidang Peiatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;

2.BidangPernbinaanHubunganlndustrialdanPengawasall
Ketenagakerjaan;

3. Bidang Pembinaan Transmigrasi;
4. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi'

c. Masing-masing Bidang terdiri at'as Seksi - seksi :

1. eiaang tet?tinan Jan penernpatan Tenaga Kerja terdiri atas :

a)SeksilnformasiTenagaKerjadanPenempatanTenaga
Kerja;

b) S"tti Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja;

"i seksi standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan.

2.BidangPembinaanHubunganlrrdustrialdanPengawasan
Ketenagakerjaan terdiri atas :

a) s"ti"i syq"t Keria dan Perselisihan Hubungan

lndustrial; /
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b) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
c) Seksi Pengupaha.n, Jaminan Sosial dan Penyuluhan.

3. Bidang Pembinaan Transmigrasi terdiri atas :

a) Seksi Pengembangan Ma.syarakat di Kawasan
Transmigrasi;

b) Seksi Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya ;

c) Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan
Penyerasian Lingkungan.

4. Bidang Pemberdayaan l(awasan "fransmigrasi terdiri atas :

a) Seksi Pengerahan, Pernindahan dan Penempatan
Transmigrasi;

b) Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi;
c) Seksi Pengembangan Kawasan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan ;

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidalg :

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Bidang Perhubungan Laut;
3. Bidang Perhubungan Udara;
4. Bidang Penyeberangan.

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :

a) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan;
c) Seksi Pengendalian Operasional.

2. Bidang Perhubungan Laut terdiri atas :

a) Seksi Angkutan Laut;
b) SeksiKepelabuhanan;
c) Seksi Perkapalan dan SAR.

3. Bidang Perhubungan Udara terdiri atas :

a) Seksi Lalu Lintas Angknrtan Udara;
b) Seksi Teknik Banclara dan Fasilitas Elekkonika;
c) Seksi Keselamatp.n Penerbangan dan Sertifikasi dan

Kelaikan Udara. I
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4. Bidang Penyeberangan terdiri atas :

a) Seksi Kepelabuhanan;
b) Seksi Lalulintas Angkutan Penyeberangan;
c) Seksi Teknik Sarana.

d. Kelompok Jabatan Ftungsional ;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(7) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika:

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiea) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dart Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang sebanyak 3 (tiga) Bidang :

1. dihapus;
2. Bidang Media Informasi;
3. Bidang Telematika;
4. Bidang Pameran, Pelayanan Mobile Komunikasi dan

Informasi.

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi :

1. dihapus;

2. Bidang Media Informasi, terdiri atas :

a) Seksi Media Informasi dan Penyiaran;
b) Seksi Pos dan Telckomunikasi;
c) Seksi Media Cetak dan Perfilman.

3. Bidang Telematika, terdiri atas :

a) Seksi E-Government;
b) Seksi PemberdayaanTelernatika;
c) Seksi Sarana dan Prasarana Informatika.

4. Bid.T ng Pameran, Pelayanan Mobile Komunikasi dan
Informasi, terdiri atas :

a) Seksi Pameran, Pelayanan Mobile dan Media Luar
Ruang;

b) Seksi Pelayanan Informasi Pembangunan;
c) Seksi Pertunjukan Rakyat.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. /
Il/
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(8) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah :

a. Sekretariat terdiri a.tas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Urnum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. Bidang Pajak;
2. Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-lajn dan Dana

Perimbangan;
3. Bidang Pengawasan dan Pembinaan;
4. Bidang Analisa Kebtrtuhan dan Penatausahaan Aset;
5. Bidang Pemanfaatanr, Pemindahtanganal dan Pengamanan

Aset-

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi :

1. Bidang Pajak, terdiri atas :

a) Seksi Penetapan Pajak;
b) Seksi Penatausahaan dan Verifikasi Pajak;
c) Seksi Pemindahbukuan dal Pertimbangan Keberatan.

2. Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-lain dan Dana
Perimbangan, terdiri atas :

a) Seksi Retribusi, BUMD dan Penerimaan lain-lain;
b) Seksi Penatausahaan dan Verifrkasi Retribusi dan

Penerimaan Lain-Iain;
c) Seksi f)ana Perimbangan dan Bagi Hasil.

3. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, terdiri atas :

a) Seksi Keuangan, Materil dan Personil;
b) Seksi Pembinaan Teknis Administrasi ;
c) Seksi Pembinaan Kabupaten/ Kota.

4. Bidang Analisa Kebutuhal dan Penatausahaan Aset, terdiri
atas :

a) Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
b) Seksi Penatausahaan Aset;
c) Seksi Penetapan Status dan Penilaian Aset.

5. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan
Aset, terdiri atas :

a) Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
b) Seksi Pengamanan dan Pengendalian Aset;
c) Seksi Penyelesaian Sengketa Aset.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelal<sana Teknis Dinas. /
L
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(e) Susunan Organisasi Dinas Sosial :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiea) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Urnum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kesetiakawanan
Sosial;

2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi :

l. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kesetiakawanan
Sosial terdiri atas :

a) Seksi PenYuluhan Sosial;
b) Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan

Sosial;
c) Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan

dan Ke setiakawanan Sosial.

2. Bidang Pernberdayaan Sosial terdiri atas :

a) Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga;
b) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;

"j Seksi Pemberdayaan Sosial Komurritas Adat Terpencil'

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri atas :

a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia

Terlantar;
b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang

Cacat;
c) Seksi Petaya:ran dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Korban NaPza.

4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri atas :

a) Seksi Bantuan Sosial Penanganan Bencana;

bi Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan
Peke{a Migran;

c) Seksi Bantuan Jarninan Kesejahteraan Sosial dan

Sumber Dana Sosial.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.l
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(10) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagial Program, Data dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum'

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1 Bidang Pengembangal Destinasi Pariwisata;
2. Bidang Pemasaran Pariwisata;
3. Bidan[ Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;

4. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media' Desain dan lptek'

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi :

1. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata' terdiri atas :

a) S&si Xerjasama Pengembangan Deslinasi Pariwisata;

bi Seksi Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat

dan Investasi Pariwisata;
c) Seksi Pengembangan Wisata Konvensi' Insentif' Event

dan Minat Khusus'

2. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas :

a) Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata;

b) Seksi Promosi Pariwisata;

"i Seksi Promosi Wisata Konvensi, Insentif' Event dan
Minat Khusus.

3. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya' terdiri
atas :

a) Seksi Pengembangan Industri Perlilmanl
bi Seksi Peigembangan Seni Pertunjukan dan Industri

Musik;
c) Seksi Pengembangan Seni RuPa'

4. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desarn dan Iptek'
terdiri atas :

a) Seksi Pengembangan Ekonorni Kreatif Berbasis Media;

b) Seksi Desain dan Arsitektur;
c) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi'

d. KelomPok Jabatan F\rngsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(11) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiea) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan; t
3. Sub Bagian Kepegawaian danumum.l.
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b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. Bilang Perikanan iangkap, Pengawasan dan Pengendalian;

2. Bidanl Perikanan fudiOaya,eesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

3. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Kelautan dan

Perikanan;
4. Bidang Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Hasil

Perikanan.

c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi :

1. Biiang Perifanan Tangkap, Pengawasan dan Pengendalian'

terdiri dari:
a) Seksi Sarana dan Frasarana Perikanan Tangkap;

Ui Setsi Pengembangan ttan Teknik Perikanan Tangkap;

"i Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP'

2. BidangPerikanan Budi Daya' Pesisir dan Pulau-pulau Kecil'

terdiri dari :

a) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi Daya;

Ui Setsi Pengembangan dan Teknik Perikanan Budi Daya;

"i 
Seksi Penlelolaan Wilayah Pesisir dan PPK'

3. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Kelautan dan

Perikanan, terdiri dari :

a) Seksi Pengembangan dan Peningkatan S-DM;

b) Seksi Kele-mbagaan dan Penyuluhal Perikanan;

c) Seksi eengemi*gttt Peraturan/ Hukum Kelautan dan

Peri'kanan'

4. Bidang Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Hasil

Perikanan, terdiri dari :

a) Seksi Perizinan dan Pengembangan Usaha;

b) Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Mutu;

"i Seksi Pemasaran dan Promosi Investasi'

d. KelomPok Jabatan Fungsional ;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas'

(12\ Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan:

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum'

b. Bidang sebanyak 7 (tujuh) Bidang :

1. Bidang Produksi Tanaman Pangan;

2. Bidang Produksi Hortikultura; ,
3. Bidang Produksi Perkebunan; /k

l4



\r,-l

,-t

,,*t

I l-.

It'

I t-'

!

t,

t

4. Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pertanian dan
Perkebunan;

5. Bidang Sarana dan Prasarana;
6. Bidang Kelembagaan Usaha;
7. Bidang Mekanisasi Pertanian.

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :

1. Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri atas :

a) Seksi Serealia;
b) Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
c) Seksi Teknologi Pertanian.

2. Bidang Produksi Hortikultura terdiri atas :

a) Seksi Buah-Buahan;
b) Seksi Sayuran;
c) Seksi Biolarmaka dan Tanaman Hias.

3. Bidang Froduksi Perkebunan terdiri atas :

a) Seksi Perbenihan;
b) Seksi Budi DaYa;
c) Seksi Rehabilitasi.

4. Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaram Pertanian dan
Perkebunan terdiri atas :

a) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
b) Seksi Promosi dan trnformasi Pasar;
c) Seksi kmba.ga Mutu dan Sertifikasi tlasil.

5. Bidang Sarana dan Pra.sarana terdiri atas :

a) Seksi Pengelolaan tr ahan dan Air;
b) Seksi Sarana Produksi;
c) Seksi Evaluasi Organisme Pengganggu Tanaman.

6. Bidang Kelembagaan Usaha terdiri atas :

a) Seksi Kelembagaan Tani;
b) Seksi Bimbingan Usaha;
c) Seksi Perwilayahan Usaha.

7. Bidang Mekanisasi Pertanian terdiri atas :

a) Seksi Bina Usaha Alat Mesin Pertanian;
b) Seksi Pelayanan Teknis Alat Mesin Pertanian;
c) Seksi Pemberdayaan Kelompok dan Usaha Jasa Alat

Mesin Pertanian.

L'
t.,
l.r
lr
t.
I ,,.

I ,,i

! ,;
li;
li;
Dr-

D'*

!i*
D:
!r-
;l
Dt
lL
Il;-
]L
lL,

d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

e. Unit Pelaksana Teknis Oinas./
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(13) Susunan Organisasi Dinas peternakan:

a. Sekretariat terdiri atas 3 (Liga) Sub Bagian :
1. Sub Bagian program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

l. Bidang Budi Daya peternakan;
2. Bidang Agribisnis dan Kelembagaan peternakan;
3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Veteriner;
4. Bidang pengem baagan peternakan.

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi _ seksi :1. Bidang Budi Daya peternakan terdiri atas :
a) Seksi Budi Daya Ternal Ruminansia;
b) Seksi Budi Daya Ternak Non Ruminansia

Ternak;
c) Seksi Budi Daya Tanaman pakan.

2. Bidang Agribisnis dan Kelembagaan peternakan terdiri atas :a) Seksi pengolahan dan pemasaran Hasil peternakan;
b) Seksi pelayanan Usala dan perizinan;
c) Seksi Investasi dan Kelemba.gaan peternakan.

3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner terdiri atas :
a) Seksi pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan;b) Seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit Hewan;c) Seksi Kesehatan Masyaralat Veteriner.

4. Bidang pengembangan peternakan terdiri atas :a) Seksi pengembangan Ka.wasan peternalan;
b) Seksi Teknologi, peralatan dan Mesin peternakan;
c) Seksi pengembangan SDM peternakan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(l4l Susunan Organisasi Dinas Kehutanan :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga.l Sub Begran :l. Sub Bagian program, Data dan Evaiuasi;2, Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum./L

Masyarakat

dan Aneka

:

l6



I

I

re"
i

,a

3.
4.

a
a
o
,a

il

,ts

"e

!r
f,a

a
fllt

'li

[{t

)tl

'ffi

!tH

rltt

tlt

ttl

q
rti

fl

rr

rrt

xa

F
II

aa

g

tI

af,i

l}

"a

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan;
2. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengolahan Daerah Aliran

Sungai;
Bidang Pengusahaan Hutan;
Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya
Alam.

c" Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :

1. Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan terdiri atas :

a) Seksi Inventarisasi Hutan dan Informasi Sumber Daya
Hutan;

b) Seksi Penguln:han Hutan;
c) Seksi Pengkajian Makro K.ehutanan dan Penatagunaan

Hutan serta Pembentukan Wilayah Pengolahan.

2. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengolahan Daerah Aliran
Sungai terdiri atas :

a) Seksi Reboisasi dan perhenihan Hutan;
b) Seksi Pengemb€rng€Ln Hutan Rakyat;
c) Seksi Pengelolaan Hutan Daerah Aliran Sungai.

3. Bidang Pengusahaan Hutan terdiri atas :

a) Seksi Pemanfaatan Hutan;
b) Seksi Peredaran Hasil Hutal;
c) Seksi Sarana Produksi dan Perizinan serta Pengelolaan

Hasil Hutan.

4. Bidang Perlindungan Flutan dan Konservasi Sumber Daya
Alam terdiri atas :

a) Seksi Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan;
b) Seksi Penyelidikan Hutan dan Hulmm perundang-

undangan;
c) Seksi Pengamanan Hutan dan Perrertiban Peredaran

Hasil Hutan.

d) Kelompok Jabatan Fungsional;

e) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(15) Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. /l/
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b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. BidangPertambangan;
2. Biclang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
3. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi;
4. Bidang Migas dan Panas Bumi.

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :

1. Bidang Pertambangan terdiri atas :

a) Seksi Perizinan dan Penatalayanan;
b) Seksi Pengawasan Pertambangan;
c) Seksi Lindungan Lingkungan.

2. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

a) seksi Pengembangan dan Pemanfaatan surnber Daya
Mineral;

b) Seksi Konservasi Air Tanah;
c) Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

3. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi terdiri atas :

a) Seksi Kelistrikan;
b) Seksi Energi Baru dan Terbarukan;
c) Seksi Konservasi Energi Kelistrikan.

4. Bidang Migas dan Panas Bumi terdiri atas :

a) Seksi Pengembangan Migas;
b) Seksi Pertambangan Minyak dan Gas;
c) Seksi Panas Bumi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(16) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. Bidang Industri Agro dan Kimia;
2. Bidang Industri Kecil dan Non Agro;
3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
4. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Kerjasama dan Promosi.

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :

1. Bidang Industri Agro dan Kirnia, terdiri atas :

a) Seksi Industri Hasil Kelautan;
b) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
c) Seksi Industri Krmia. fl/
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2. Bidang Industr:i Kecil dan Non Agro, terdiri atas :

a) Seksi Industri dan Aneka;
b) Seksi Industri Mesin, Elektronika dan Loga:r;
c) Seksi Industri Kecil.

3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas :

a) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
b) Seksi Bina Pasar dan Disribusi;
c) Seksi Perlindungan Konsumen.

4. Bidang Perdagangarl Luar Negeri, Kerjasama dan Profirosi
terdiri atas :

a) Seksi Peningkatan Ekspor;
b) Seksi Kerjasama dan Impor;
c) Seksi Promosi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(l7l Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, f)ata dan Evatuasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :

1. Bidang Pembudayaan Olahraga;
2. Bidang Peningkatan Prestasi;
3. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
4. Bidang Pengembangan Pemuda.

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi :

1. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :

a) Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
b) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Keolahragaan;
c) Seksi Industri Olahraga Layanan Khusus.

2. Bidang Peningkatan Prestasi, terdiri atas :

a) Seksi Pembibitan Olahragawan dan Olahraga Prestasi;
b) seksi olahraga Pendidikan dan sentra Keolahragaan;
c) Seksi Olahraga Layanan Khusus.

3. Bidang Pemberdayaan pemuda, terdiri atas :

a) Seksi Peningkatan dan Wawasan Kepemudaan;
b) Seksi Pembinaan Organisasi Kepemu{"arr;
c) Seksi Pembinaan SDM Kepemudaar:./
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4. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri atas :
a) Seksi Kewirausahaan;
b) Seksi Kepeloporan;
c) Seksi Kepemimpinan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. Ketentuan Pasal22 ayat(21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan
organisasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaima.na telah diubah
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berl,aku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangaJt Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Tirnur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2013

f 
cuennNun NUSA TENGGA RATIMUR, I

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2O13

rnanEsxils SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA
NOMOR 011

TENGGARA TIMUR TAHUN 2013
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